BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 71 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas Inspektorat
Kabupaten Banyuwangi, agar lebih independen dan objektif
guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta
untuk optimalisasi fungsi penanganan pengaduan masyarakat,
audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 71) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 71).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 71 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor
71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi
(Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 71),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi
Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, serta
ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 dihapus, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu
Wilayah 1II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c,
huruf d dan huruf e mempunyai tugas khusus, yakni
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
pemerintahan desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur
Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah
IIT menyelenggarakan fungsi:

a. pengusulan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di
wilayah kerjanya;

c. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;

d. pengawasanterhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan desa di wilayah kerjanya;



(3) Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah

e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan
penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
reviu rencana kerja anggaran (RKA);

reviu laporan keuangan;
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reviu laporan kinerja intansi pemerintah;

e

evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP) perangkat daerah;

j- penyusunan pedoman/standar dibidang
pengawasan,;

k. evaluasi sistem pengendalian internal,;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.

II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai tugas:

a.
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menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sesuai dengan
rencana kerja Inspektorat;

mengusulkan program pengawasan di wilayah
kerjanya;

mengoordinasikan dan memerintahkan pelaksanaan
pengawasan di wilayah kerjanya;

melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu;
melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan desa di wilayah kerjanya;
melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian
dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
melaksanakan reviu rencana kerja anggaran (RKA);
melaksanakan reviu laporan keuangan;

melaksanakan  reviu laporan = kinerja  intansi
pemerintah;

melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;

menyusun pedoman / standar dibidang pengawasan;

melaksanakan evaluasi sistem pengendalian internal;



m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian
kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan
untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja
serta pengembangan karier;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Inspektur sesuai tugas dan fungsinya; dan

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

atasan.
(4). Dihapus.
(5). Dihapus.

2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal

7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana di maksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ea, mempunyai tugas khusus, yakni
melaksanakan pengawasan terhadap penanganan pengaduan
masyarakat, audit investigatif, koordinasi pencegahan tindak
pidana korupsi dan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi :

a. penanganan pengaduan masyarakat;

b. audit investigatif;

c. koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

d. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

(3) Selain tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran
Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sesuai dengan
rencana kerja Inspektorat;

b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;

c. melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi di unit
pemberantasan pungutan liar;

d. melaksanakan WBS (Whistle Blowing System);

e. melaksanakan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi
birokrasi;

f. melaksanakan survei penilaian integritas (SPI);

melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas;
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h. melaksanakan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat

terhadap perangkat daerah;



(1)

(2)

(3)

i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta penilaian kinerja
dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan

disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

j- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur

sesuai tugas dan fungsinya; dan

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Pasal 7B

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan
Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi wilayah kerja pembinaan
dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di lingkungan pemerintah
kabupaten dan kecamatan serta desa.

Penetapan wilayah kerja Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah IV melakukan pembinaan dan
pengawasan khusus pengaduan masyarakat dan audit investigatif serta
pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020 NOMOR 19



